SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 134 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan

Mengingat

. 1.

2.

yang efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan birokrasi;

. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan

birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, perlu
dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan;

. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta

tata kerja Dinas Perhubungan telah diatur dalam Peraturan
Wali Kota Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perhubungan akan tetapi dengan adanya
perubahan tugas dan fungsi pada dinas Perhubungan perlu
untuk disesuaikan;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4001);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun
2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang
Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR
134 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 134
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah
Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 134), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota
Tangerang Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Tangerang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota
Tangerang.

8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota
Tangerang.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
fungsional pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang.

11. Dihapus

12. Sarana Angkutan adalah berupa angkutan jalan,
angkutan danau, sungai, dan angkutan rel.

13. Fasilitas Penunjang Sarana Angkutan berupa perangkat
yang terpasang pada angkutan, seperti sistem
pembayaran, perangkat Sistem Informasi Manajemen
Angkutan Umum, dan fasilitas penunjang sarana
angkutan lainnya.

14. Prasarana  Angkutan adalah  berupa  terminal
penumpang umum, terminal angkutan barang, halte,
shelter, dermaga, alat navigasi, fasilitas integrasi
angkutan dan fasilitas pendukung operasional
angkutan lainnya.

15. Prasarana lalu lintas adalah berupa fasilitas
perlengkapan jalan, yang meliputi rambu lalu lintas,
marka jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna
jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas
untuk sepeda dan pejalan kaki serta fasilitas
pendukung kegiatan lalu lintas lainnya.

16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas
Perhubungan Kota Tangerang.
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2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Susunan organisasi Dinas adalah:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pengembangan Sistem Transportasi, terdiri
atas:

1. Seksi Pengkajian Sistem Transportasi; dan
2. Seksi Analisis dan Evaluasi.
d. Bidang Angkutan, terdiri atas:
1. Seksi Sarana Angkutan; dan
2. Seksi Prasarana Angkutan,
e. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan

2. Seksi Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas
Angkutan Jalan;

f. Bidang Penerangan Jalan Umum, terdiri atas:
1. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum; dan
2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota
ini.

3. Ketentuan Pasal 15 huruf c dihapus, sehingga Pasal 15
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
Susunan organisasi Bidang Lalu Lintas terdiri atas:
a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

b. Seksi Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan
Jalan; dan

c. Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang
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Lalu Lintas yang berkenaan dengan pengaturan,
pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

(2) Uraian tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas:

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan
tugas, permasalahan dan regulasi, sebagai bahan
penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja
dan Anggaran Dinas;

b. melakukan proses penetapan operasional manajemen
dan rekayasa lalu lintas di jalan dalam lingkup
urusan Daerah;

c. melakukan sosialisasi operasional manajemen dan
rekayasa lalu lintas di jalan dalam lingkup urusan
daerah

d. melakukan  penerbitan rekomendasi perizinan
penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu
lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. melakukan pengadaan dan pemasangan,
pemeliharaan serta pengelolaan Alat Pengendali Lalu
Lintas berbasis teknologi informatika melalui Area
Trafic Control System (ATCS);

f. melakukan pengadaan dan pemasangan serta
pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan
dan lainnya sesuai lingkup urusan Daerah;

g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan
pimpinan.
(3) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

5. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 23 Oktober 2023
WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,
Cap/Ttd
HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 96
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